
4. Pcraturan Pemerintah ....

~~I~

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Oaerah Tingkat II dan Kotapra,ja di Sumatera Selatan [Iembarnn
Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 73, Tambah an
l.embaran Negara Republik Indonesia Nornor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 rentang Bangunan
Oedung (Lcmbaran Ncgara Rc':)ublik Indonesia Tahun 2002
Nornor l34, Tambahan Lembamn Negara Rcpublik Indonesia
Nornor 4247):

3. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lemcaranblegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor
244, Tambahan Lembaran Nel1arQ Republlk Indonesia Nomor
5587) sebagaimana tclah diubalt beberapa kali, terakhlr dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tontang Perubahan Kedua
Alas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentnng
Pemcrintahan Daerah [Lembaran Negara RepubIJk Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lernbaran Negara Rcpublik
Indonesia Nomor 5679);

Mengingat

Menimbang: a. bahwa negara menjarnin hak sctlap warga negara uruuk
mernperoleh ganti rugt atas Ulna~ dan/atau bangunan miliknya
yang dtlepaskan atau diserahkan untuk kcgiatan pembangunan
bag! kepentingan umurn;

b. bahwa pclaksanaanganti rugi mnguna» kepada pihak )fRng
berhak harus dllaksanakan secare layak dan adtl;

c. bahwa Pcraturan Wallkota Palembang Nomor 36 Tahun 2013
tcntang Pedoman Harga Dasar Untuk Penetapan Oanti Rugi
Bangunan sudah tidak sesuaJ lagi dengan pcrkembangan
keadaan sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangart sebagaimana dlmaksud dalam
hUM a, huruf b. dan huruf 0, perlu mcnetapkan Peraturan
Walikota tentang Pedoman Ilarga Dasar Untuk Penetapan Onnti
Rugi Bangunan:

TENTANG

PEDOMAN HARGA DASAR LINTUK
PENETAPANGANTI RUGI BAHGUNAN

DENOAN RAHMfI'r TUHAN YANG MAliA ESA

WALIKOTA PALEMBANP,

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURANWALIKOTA PALElMBANG

NOMOR 111 TAHUN 21;)15

WALIKOTA PALEMBA NG



Dalam Keputusan lnl yang dimaksud dengan:
I. Walikota adalah Walikota Palembang
2. Kopala Dlnas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan

adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan
Perurnahan Kota Palembang.

3. Bangunan adalah wujud fisik hnail pekcrjaan konetruksl yang
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau
soluruhnya berada di alas dan/I(tau di dalam tanah dan/atau
air, yang berfungsl sebagai tcmpat rnanusla melakukan
kegiatannya, balk untuk hunian arau tempat tinggal, kegiatan
keagamaan, kegiatan usaha, ket~atan soslal, budaya, maupun
kegiatan khusus.

4. Ganti Rugi adalah pengganlian )lllng layak dan adil kepada pihak
yang berhak dalarn proses pendirtan bangunan.

5. Bnngunan Darurat II yang solunjutnya dislngkat D.II adalah
bangunon yang terdiri dari atap daun, tiang-uang rangka kayu
gelam atau racuk dan lantai papan kayu racuk atau tanah,

6. Bangunan Oarurat , yang so'~njutnya disingkat DJ adalah
bangunan yang terdiri dari arnp seng atau genteng biasa, tiang­
liang dan rangka kayu kelas " atau kayu kelas III dirapatkan dan
lantai kayu kelas IV atau kayu kelas Jll atau batu bata diplester.

7. [languoan Semi Permanen "' yang selanjutnya disingkat :
a. SP. III adalah bangunan yang terdiri dari atap seng atau

gcnteng blasa, atap asbes, utau atap strap tiang-uang dan
rangka kayu kelas Ill, dlndlng batu bara dfpleatcr setinggi 80
em dan dinding papan kayu kelas 111disusun sinh, lantai batu
bats diplester dan pondasi umpak clan reis batu batao

b. SP. III adalah untuk bangunan bertiang mcliputi atap seng
atau genteng dan dinding kayu kelns ill dan lnntai papan kelas
Ill.

Pasa! ~

Menetapkan: PERATURAN WAL1KOTA TENTANO PEDOMAN HAROA DASAR
BANOUNANUNTUK PENE'rA?ANGAl TI RUGI BANGUNAN

MEMUTUS!<AN:

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 'ftiliun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang No nor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negnra Republik Indonesia 'rahun
2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran NegaraRepubUk Indonesia
Nomor 4532);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Un'\(um Nomor 45/PRT/M/2007
lentang Pedornan Teknis Pembnngunan Bangunan Gedung
Negara;

6. Pcraturan Menteri Pekerjaan Un~um Nomor 11/PKT/M/2013
tental~g Pedoman Analisis Harga Satuan Pckerjaan Oi Bidnng
Pekerjaan Umum (Berlta Negara R~publik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1374);

7. Peraluran Daerah Kota Palembnng Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemcrintahan Kota Palernbang (Lembaran Daerah Kota
PalembangTahun 2008 Nomor 6);



d. tipe sr. I .

~

Rp. 663.000.00/M2:
Rp. l.032.000,OO/M2;
Rp. 1.787.000,OO/M2;

.............................a. tipe D. II
b. Lipc D. I
C lipc SP. III

(I) Bcsarnya harga daSaJ· Bangunan unruk OanU Rugi Bangunan
ditetapkan scba,gai berikut:

PafHI3

Dongan Peraturan Wallkota ini, ((itetapkan harga dllsar unluk
pcnotapan Oanti Rugi Bang\lnan.

Pasal2

8. Bangunan Semi Permnnen II ynng selanjutnya dislngkat :
a. SP. II adalah bangunan yang terdiri dari atap song atau

genteng beton, atap asbes atau atap sirap tiang-tiang dan
rangka kayu kelas III atau ka_ u kelas II, dinding batu bata
diplester seunggi 80 em dan dinding papan kayu kelas II
disusun rapat, lantal togel abu-nbu dan pondasi bat.u bata.

b. SP. lJ adalah untuk bangunan yung terdlri atap genteng ateu
asbes, atau seng, tiang-tiang k· yll kelas 111atau kayu kclas II
atau beton cor, rangka atap, IEUltal papan kayu kelas III dan
dinding kayu kelas HI.

9. Bangunan Semi Pcrmancn I yang Sl.,lanjutnya disingkat :
a. SP. I adalah bangunan yang terdiri dari atap seng atau

gentcng atau asbes, tiang-tiang atau rangka kayu kelas II atau
kayu kelas 1 dinding batu bau. diplester seLinggi 80 em dan
dimling papan diserut halus scrta diraparkan dari knyu kelas
II, lantai tegel berwarna atau kerarnik biasa dan pondasl batu
bata menerus.

b. SP. I adalah bangunnu ynng terdiri dari atap asbes atau
gcnteng, tiang-tiang knyu kelas II atau kayu kelas I ateu bcton
bertulang dan rangka kayu d8J1 kayu kolas II atau kayu kelas
I, dinding papan dari kayu kelas II dan lantai papan clan kayu
kelas U.

10. Bangunan Permanen III yang sctanlutnya disingkat P. III adalah
bangunan yang tcrdlri dari atap genteng biasa, atap asbes blasa
atau atap seng, atap simp, aiap :lCngaluminium, rangka kuda­
kuda dan kusen kayu kelas III, rnngka dinding beton bertulang,
dinding baiubata dlplcster halus, lantai tegel abu-abu atau
berwama atau kcramik biasa dan pondasl batu bam menerus.

11. Bangunan Permanen II yang sele njumya disingkat P. 11 adalah
bangunan yang tordiri dari atap ~.entcng beton atau sejenis atau
asbes atau seng alumunium atau atap airap, rangka kuda-kuda
dan kusen kayu kelas II, rangka dlnding bcton bertulang. dlnding
batubata diplester halus, lantai lel~elabu-abu atau berwarna arnu
kerarnik warne dan pondasl batu ?ata menerus.

12. Bangunan Permanen I yang sell"mjutnya disingkat P. t adalah
bangunan yang terdiri dan atap ~enteng keramik berglazur aiau
asbes atau atap seng alumunlurr atau atap sirap, rangka kuda­
kuda kayu kelas 11atau kelas I. atau ranglta baJa. kusen kayu
kolas II rangka dinding boton bertulaog, dinding ualu baUl
diplesler balus stau dUapisi kerrunik. lantai balu. keramik warna,
granil alau manner d8Jl pondalli "atu bata alau boton bertulang.



Oengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini maka Peraturan
Walikota PalembangNomor 36 Tahun 2013 tentang Pedoman l larga
Oasar untuk Penetapan Ganti Rugi Bangunan, dicabut dan
dinyarakan tidak berlaku.

Mcrnerintahkan kepada Kepl\la DinGSPekerjaanUmum Cipta Karyn
dan Perumahan untuk melaksannkan Peraturen WaHkota.In! dengan
berkoordinasi bersama Instans! teknfs terkait.

(2) Barga Ganti Rugi Bangunan tldak dlkurangi nilai reduksi untuk
bangunnn yang rnerupunyoi nilai sejarah tinggi dengan bahan
bangunan kayu kclas I dan bahan Bangunan bongkaran tcrsebut
rnasih menjadi hak pernilik Bangunan tersebut,

(2) Oant! Rugi untuk Bnngunan yang masib berdiri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditctapkan nilai ganti ruginya dengan nltai
sUSUldihitung tersendlri.

a. bangunan tipe D. 11 90 % x nitai sisa:
h. bnngunan tipe D. I 89 "l..x nilai aisa;
c. bangunan tipe SP. I, II, III 75 % x nilai etsa: dan
d. bangunan tipe P. L,11,111 , .. 95 % x nilai sisa.

(1) Berdasarkan pertimbangan terhadap Bangunan yang rnasih berdiri
yang akan diganti rugi dan baha \ bangunannya masih dapat
dipergunakan maka harga Onnlj Rugi Bangunan tersebut
ditetapkan dengan nilai scbagal berikut:

Pasal4

a. bangunan lantai 2 eebesar 1,09 x harga dasar ecbagalmana
dimaksud pada ayat (I);

b. bangunan lanLai 3 sebeear 1,12(1x harga dasar scbagaimana
dimaksud padaayat (l)j dan

c. bangunan lantai 4 sebesar I, 13~,x harga dasar sebagalmana
dimaksud pada eyal (1).

(2) Besarnya harga dasar rata-rnta/M2 untuk Bangunan bertingkar
adalah :

d. tipe SP. I Rp. 1.963.000,00/M2;
c. lipe SP. I Rp. 2.227.000.00/M2;
f. tlpe P. rn Rp. 2.327.000,OO/M2;
g. tipe P. II Rp. 2,391.000.00/M2;
h.Lipe P. I Rp. 2.959.000,OO/M2;
I. Lipepagar depan gedung aedcrhana Rp. 1.068.000,OO/M';
j. tipe pagar depan gedung tidak sederhana Rp. 1.176..000,OO/M'j
k. tipe pagar samp. gedung sederhana ...... Rp. 836.000,OO/M';
1. tipe pagar samp. gedung tidak sedejhana Rp. 1.052.000,OO/M'.



UC KHlDAYAT
BE ITA DA"ERAH KOTA PI\LEMBAN(.,J TAHUN 20tS NOMOR ;-1

Diund9ngkandi Palembang
pad a tanggal J.8 Ok.to~tr 9d1~
SE ' ARlS DAERAH KOTA PALENIBANO,

HARNOJOYO

i Palembang
;.8 ()t.tD~tr 2015

Agar setiap orang mengetahuinya, niemerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Palembang.

Pasal7

Peraruran Walikot.a jnj mula.i berlaku J~da tanggal diundangkan.


